
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PE]UIBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESATAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2021 DAN CAPAIAN RENSTRA
PERANGKATOAERAH L.

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses

evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu

sejauhmana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan dan

permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan

perencanaan pembangunan tersebut. Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta

Tahun 2018 - 2O23 yang memuat indikator keberhasilan suatu proses

perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, dijadikan

tolak ukur untuk menilai sejauh mana perencanaan pembangunan

telah dilaksanakan. L'

Terkait dengan Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan salah

satunya dapat dilihat dari indikator kinerja Ketersediaan Dokumen

Perencanaan. Ketersediaan Dokumen Perencanaan sangat diperlukan

untuk menjamin agar program,kegiatan pembangunan yang

dilaksanakan dapat berialan secara efektif, efisien dan tepat sasaran'

Dokumen Perencanaan Daerah diantaranya terdiri dari Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana

Pembangunan Jangka Merengah Daerah (RPJMD)' Rernana Strategis

(Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)'

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah'

Seluruh Dokumen Perencanaan tersebut, sampai dengan tahun

anggaran 2023 telah selesai dilaksanakan dianbranya Penyusunan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta

Tahun 2023, Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat

danDesaTahun2023yangsecarakeseluruhantelahditetapkanmelalui

Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 48 Tahun 2022 tentang Rencana

Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023.
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Pada Tahun Anggaran 202.1 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Kabupaten Purwakarta menerima alokasi anggaran Belanja

sebesar Rp15.806.666.826,00. yang dialokasikan untuk pelaksanaan

5 Program, 11 Kegiatan dan 40 Sub Kegiatan dengan capaian kinerja fisik

sebesar 8l, Yo dan capaian kinerja keuangan sebesar Rp12.305.473.807,00

(77,85 0/o), seperti yang tercantum dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2'1
Realisasi Fisik dan Keuangan Program/Kegiatan

di Dinas Pemberdayaan i,lasyarakat dan Desa Kabupaten
Purwakarta s.d Bulan Desember 2021

Kegiatan Sub Kegiatan Pagu (Rp.) Realisasi (Rp.) l%l
Fisik

l%.l

9.999.884,00 6,850,000.00 69 100

Program

PROGRAM

PENUNJANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH

KABUPTEN/KOTA

Penganggardn,
dan Evaluasi

Xinerja Perangkat

Daerah

Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
Perangkat Daerah

Koordinasidan
Penyusunan
Laporan Capaian
Kineria dan lkhtisar
Realisasi Kineria

SKPD

Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Penyediaan Gaji
dan Tunjangan AsN

Administrasi
(euangan

Perangkat Daerah

Administrasi
Barang Milik
Daerdh pada

Perangkat Daerah

9. 9.742,00 7,MZ2,O.Oo 100

9.999.804,00 5,995,000.00 60

4,4A7,43A,1&.OO 4,22L,735,491.O0 94 100

9,999,952.00 3,790,000.00 38 100

9.999.804,00 14,439,000,00 7a 100

100

(oordinasidan
Penyusunan

Laporan Keuangan

Akhir Tahun SKPD

Rekonsiliasidan
Penyusunan

Laporan Barang

Milik Daerah Pada

SKPD
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100

100

100

100

60

38

100

50

100

100

70

35

99

38

69

99

99

98

50

g

70

14,845,000.00

26,100,000.00

27,563,300.00

725,267,700.W

62,938,000.00

84,709,316.00

35,200,000.m

224,313,000_00

50.162.000,00

274,740,m0.0O

1,500,000.00

42.994.O7 4,OO

26.250.000,00

44.892.895,00

198,111,171.0O

90.000.000,00

225,t22,Oco.O0

50.860.879,00

225,000,000.00

60.194.885,00

279.758.959,00

3.000.000,00

Administrasi
Umum Perangkat
Daerah

Pengadaan

Barang Milik
Daerah Penuniang

[J rusa n

Pemerintah
Daerah

Penyediaan lasa
Penunjang Urusan

Pemerintahan
Daerah

Penyediaan
Komponen
lnstalasi

Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

Penyediaan
Peralatan dan

Perlengkapan
Kantor

Penyediaan
Peralatan Rumah
Ta ngga

Penyediaan Bahan

Logistik Kantor

Penyediaan
Barang Cetakan

dan Penggandaan

Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi

dan Konsuhasi

SKPO

Penatausahaan

Arsip Dinamis
pada sKPD

Dukungan
Pelaksanaan
Sistem
Pemerintahan
Berbasis
Elektron ik

Pengadaan Mebel
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I

I

I

I

Pengadaan sarana 
I

dan Prasaaana I

gedung Kantor 
I

atau Bangunan I

Lainnya 
I

Penyediaan Jasa 
I

Surat Menyurat 
I



100

100

100

0

100

60

100

100

1m

99,19

61

62

49

0

87

62

63,935,607.00

2,237,472,552.fi

60,737,799.N

4,404,800.00

99.647.500,m

8,040,000.m

1,104,715,900.m

0

LoE..022.720,N

3,592,429,8/,4.N

110.000.000,00

8.850.m0,00

99.858.000,m

35.700.000,00

1.269.499.739,@

173,209,685.00

Penyediaan Jasa

Komunikasi,
sumber Daya Air
dan Listrik

Penyediaan Jasa

Pelayanan Umum
Kantor

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan,
Biaya

Pemeliharaan
dan Pajak

Kendaraan
Pemrangan Dinas

atau (endaraan

Dinaslabatan

Penyediaan Jasa

P€meliharaan,
Biaya

Pemeliharaan,
Pajak dan
perizinan
Kendaraan Dinas

operdsionalatau
lapanBan

Pemeliharaan
Mebel

Pemeliharaan/Re
habilitasi Gedung

Kantor dan

Bangunan
Lainnya

Pemeliharaan/Re
habilitasi Sarana

dan Prasarana
Gedung Kantor
atau Bangunan

Lain nya

Fasilitasi Sarana

dan Prasarana

Desa

Fasilitasi

Pembangunan
Kawasan

Perdesaan

Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah Penuniang

Urusan
Pemerintah
Daera h

Penvelenggaraan
Penataan Desa

Fasilitasi Keria

sama antar Desa

PROGRAM

PENATAAN DESA

PROGRAM

PENING(ATAN
KERJASAMA

DESA

2
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100

100

100

100

100

100

0

100

100

35

59

61

91

62

91

0

75

96

85,966,550.00

s9,335,200.00

402,628,500.00

184,499,900.00

r,224,932,600.O0

249,7 95,17 4 .O0

99.983.641,00

649.854.514,00

299.990.153,00

1.339.700.063,00

99,999-984,00

49.952.a29,O0

99,999,898.00

149.999.801,00

Fasilitasi
Penyelenggaraan
Administrasi
Pemerintahan
Desa

Fasilitasi
Pengelolaan
Keuangan Desa

Pembinaan
Peningkatan
lGpasitas
Aparatur
Pemerintah Desa

Pembinaan dan

Pemberdayaan
BUM Desa dan

Lembaga Kerja

sama antar Desa

PenyelenSgaraan

Pemilihan,
Pengangkatan
dan
Pemberhentian
Kepala Desa

Fasilitasi
Penyusunan
Profil Desa

Fasilitasi

Pengelolaan Aset

Desa

Pembinaan
Peningkatan
Kapasitas
Anggota BPD

Fasilitasi Evdluasi

Perkembangan
Desa serta Lomba

Desa dan
Kelurahan

Pembinaan dan
Pengawasan
Penyelenggaran
Administrasi
Pemerintahan
Desa

PROGRAM

ADMINISTRASI

PEMERII{TAHAN
DESA

4

-5
Ronja DPMO KabuPatcn Purwakarta Tahun 2023

,-r-":l

-r--:l



100

100

0

95

0

93

71,130,500.007 4.999.4U,00

14.*9.779,O0

!,724,997,683.OO

Fasilitasi
Penataan,
Pemberdayaan
dan
Pendayagunaan
Kelembagaan
Lembaga

Kemasya ra kata n

Desa/Kelurahan
(RT, RW, PKK,

Poslandu, LPM,

dan Karang
Taruna), Lembaga
Adat
Desa/Kelurahan
dan Masyarakat
Hukum Adat

Peningkatan
Kapasitas

Kelembagaan
Lembaga
Kemasya ra kata n

Desa/Kelurahan
(R1, RW, PKl(
Posyandu, LPM,

dao Karang
Taruna), Lembaga
Adat
Desa/Kelurahan
dan Masyarakat
Hukum Adat

Fasilitasi
Penyediaan

Sarana dan
Prasara na

Xelembagaan
Lembaga
Kema sya ra kata n

Desa/Kelurahan
(RT, RW, PKK

Posyandu, LPM,

dan Karang

Taruna), Lembaga

Adat
Desa/Kelurahan
dan Mas"yarakat

Hukum Adat

Pemberdayaan
Lembaga
Kemasyarakatan
yang Bergerak di
Bidang
Pemberdayaan
Desa dan

Lembaga Adat
Tingkat Daerdh
xabupaten/Kota
serta
Pemberdaydan
Masyara kat
Hukum Adat vang
Masyarakat
Pelakunya Hukum
Adat yang Sama

dalam Daerdh

Ka bu paten/Kota

5 PROGRAM

PEMBERDAYAAN

LEMBAGA
XEMASYARAKAT

AN, TEMBAGA

ADAT DAN
MASYARAKAT

HUXUM AOAT

ll!
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33

0

31,500,000.00

0

27

0

741,471,766.00

114,999,666.O0

Fasilitasi

Pengembangan
Usaha Ekonomi
Masyarakat dan
Pemerintah Desa

dalam
Meningkatkan
Pendapatan Asli
Desa

Fasilitasi
Pemerintah Desa

dalam
Pemanfaatan
TeknologiTepat
Guna

unber : UKIP DPMD Kab. Pwwakatta Tahun 2021

Dari Tabel diatas diketahui bahwa terdapat 27 (dua puluh tujuh)

sub kegiatan yang memiliki penyeEpan anggaran dibawah 80,00 7o'

mengingat kegiatan-kegiatan tersebut merupakan lingkup kegiatan

penunjang sehingga dalam pelaksanaannya selalu menyesuaikan

dengan kebutuhan. Hal ini menunjukan bahwa Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta pada Tahun Anggaran

2021 telah melakukan efisiensi terhadap anggaran dengan

melaksanakan kegiatan sesuai kebutuhan dan Kondisi masih dalam

keadaan Pandemi Covid 19 sehingga sub kegiatan yang sifat

pelaksanaannya berupa sosialisasi tidak dapat dilaksanakan karena

adanya pembatasan social berskala besar (PSBB) dan PPKM.

Akan tetapi pada tahun anggaran 2021 di Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta terdapat juga 3 (tiga)

kegiatan dan yang 4 (empat) sub Kegiatan tidak diserap samasekali,

yaitu pada:

1. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan:

i Pemeliharaan Mebel

2. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Administrasi Pemerintahan Desa dengan Sub Kegiatan:

> Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa

Ronja DPMO Kabuprtcn Purwtkaltr Tahun 2023 |-7
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3. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatn yang bergerak di

bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang

Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam

Kabupaten/kota dengan Sub Kegiatan yaitu:

> Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga

Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW' PKK,Posyandu,

LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan

Masyarakat Hukum Adat-

> Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi

Tepat guna.

Selain evaluasi dalam bentuk penyerapan anggaran dan realisasi

fisik berbentuk output pada tahun 2021, maka perlu dicermati

kembali Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 berdasarkan

pada outcome setiap program sesuai dengan Formulir Evaluasi Pada

Permendagri No. 86 Tahun 2017.

Ronja DPMD KrbuPdcn Purwakarta Tahun 2023 ll-8



Tabel2.2

EvaluasiHasilPelaksanaanRenjaPDdanPencapaianRenstraPD-
S.D Tahun 2021 Di Dinas P;;;;;;y;"n utasyararat dan 6esa Kabupaten Punrvakarta

Urusan Pomerintahan F i Penu n : Pemberda n Mag rakat dan Desa
Perkiraan Realisasl caPaian

faryet Renstra PD d Tahun
Berialan

Tingkat
capalan
Reallsasi
TarSet

Renstra (%l

11

Tar8et Dan Realisasi Kineria Program

dan Kegiatan Tahun I'alu (n-21

Realisasi

Capaian
ProSram dan

xegiatan 9d

Tahun 2021

Tatget
Program

dan
KeSlatan

{Renja PD)

Tahun 2021
Tingkat

Realisast (%l

Realisasi

Renja PD

Tahun 2020

Target
Renja PD

2020

Realisasl
Target

Kineria Hasil

Program dan

Keluaran
Kegiatan sd

Tahun 2020

fartet Kinerla
Capaian
Ptogram
(Renstra

Perangkat

Daerah) Tahun
2021

Urusan

Protram/Ketlatan
N

o

1098165
32

100%

700%

70eh

7000k

LOO%

lo0o/o

100%

too%

100%

LOO%

lOO"/o

looo/o

LOOo/o

rOO'/"

lo0o/o

tooo/,

Program Dukungan

Manajemen
Adminitrasi
Perka ntora n

Penyediaan lasa

Surat MenYurat

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

1

Rrn,a DPMD KebuPatcn Purwakerte T'hun 2023

tF9

lndlkator Xlner.la

Protram
(outcomel/l(etlata

n (outPutl

4
7

Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor



Penyediaan Alat Tulis
Kantor

Penyediaan Barang
cetakan dan
Penggandaan

Penyediaan
Komponen lnstalasi

Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga

P€ nyediaan Makana n

dan Minuman

Ra pat-rapat
koordinasi dan
Konsultasi ke Luar

Daerah

Penyediaan Jasa

Te naga PTT

Penyediaan Ja sa

Tenaga Piket Malam

1,000/o

7000

L000k

700%

100%

7000/0

700%

7000

too./.

7000/.

7004

100%

1,OO%

700b/o

LOO%

7000k

700%

1,OOo/o

too%

700%

7000/0

70@/o

LOOo/,

roo%

100%

].Oe/o

LOOo/o

7000/0

700%

700%

10e/o

rce/"

[-10
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Pengadaan

Perlengkapan Gedung
Kantor

Pengadaan Peralatan
Ged ung Ka ntor

Pemeliha raan

Rutin/berkala Gedung
Kantor

Pemeliharaa n

rutin/berkala
kendaraa n

dinas/operasional

Pemeliha raa n

rutin/berkala
perlengkapan gedung

kantor

P€meliharaa n

rutin/berkala
peralatan gedung

kantor

too%

too%

7000/0

7000/0

700%

700P/o

t00%

100%

7000/o

too%

7000/0

tooo/o

7000/0

too%

1000/0

too%

to@/o

1000/.

1,OOyo

loo"/,

700%

700%

7Wo

LOO%

R.nJr DP D Krbupat.n Pururkrtr Trhun 2o2g ll-11



LOe/.

7000/0

IOOP/"

toff/o

ne/o

L00%

10ff/.

LO00/o

7W

lO0P/"

700%

700%

700%

700%

700%

TOOo/o

LOO%

700%

100%

too%

LO00/o

LOOo/o

$e/o

too%

lOOo/.

L00%

too%

TOOo/o

Pengadaan Pakaian

khusus hari-hari
tertentu

Penyusunan Laporan

Capaian Kineria dan

lkhtisar Realisasi

Kineria

Penyusunan LaPoran

Keuangan Akhit
Tahun

Penyusuna n LaPoran

lnventarisasi Barang

Milik Daerah

Penyusunan Rencana

Keria SKPD

Penyusunan LaPoran

Tahunan LPPD

Premi Asuransi

Pegawai Non PNS

R.ni. DPMD Ksbupetan Purwakartr Trhun 2023 |-12



lOOo/o

7000k

100%

100%

700Pa

70ff/o

700%

t00%

toook

LOO%

700%

too%

roo%

LOO%

LOO%

7000/o

l$o/o

too%

too%

700a/.

100P/o

10e/o

100%

Penyusunan
Perubahan Dokumen

Perencanaan Daerah

Pengadaan Website

DPMD

Program
PemberdaYaan
Ekonomi Desa

Pembinaan dan

Peningkatan
Kapasitas Pengelola

Bumdesa di

KabuPaten
Purwaka rta (DBHCHT

Tahun 2020)

Penunjang
operasional Program

PenBembangan dan

PemberdaYaan
Masyarakat Desa

(P3MD)

Penuniang Kegiatan

Ba ntuan Permodalan

untuk PenBembangan

Produk UnSSulan

Desa KabuPaten

Pu rwaka rta

2

Rrnja DPMD Krbupaton Purwrk'rtr Tehun 2023
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1006

roo%

tooo/o

LO00,6

700o/o

|No/o

700%

looo/o

100%

LOOo/o

10tr/d

70ff/o

70?o/a

700P/o

700%

700%

7000

700%

100%

too%

LOO%

too%

7000k

100%

70@/o

|Off/"

100%

lOU/o

Pembinaan dan

Pengawasan
Pendistribusian
TertutuP Liquifield
Petroleum Gas

Tertentu

sosialisasi Perundang-

undanga n Daerah

Tentang Bumdes

Program
Pengembangan

Kelembagaan dan

Potensi Desa

Lomba Posyandu

Penyusunan Profil

Desa/Kelurahan

Penyusuna n lndek
Desa Membangun

Lomba Desa

rDM)

3

Rlnia DPMO KebuP.lcn Purwlke . Trhun 2023
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LO@/.

TOOo/o

7000/0

LOOo/o

LO@/o

700%

too%

L$oo/o

700%

700%

\Wo

100%

LOOok

10cPk

tooo/o

LOo%

to00/o

700%

lOOo/o

700%

700047000/.

700%

too%

70tr/,

roo%

to9%

7OV/o

4.

Pengembangan
TeknologiTepat Guna

Bhakti siliwangi
Manunggal satata

sariksa (BsMSs)

(Kecamatan Pondok

salam Purwakarta)

PeninBkatan
Kapasitas Kader

Pembangunan
Pemberdayaan
Masyarakata dalam

Penanganan Stunting

Program PenBuatan
dan Pembinaan
Pemerintahan Desa

Monitoring dan

Evaluiasi Administrasi
Desa

Bimbingan Teknis

Keuangan

Peningkatan
Kapasitas Kepala Desa

Ranie DPlilD KrbuPatan Pulwekarta Tahun 2022 ll-15
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Bimbingan Teknis
Eagi Perangkat Desa

Penunjang
Opersaional Bidang
Pemerintahan Desi

Penunjang
Operasional
Sekretariat B€rsama
Dana Desa

Sosialisasi perundang_
undangan daerah
Tentang pilkades

Program
Pembangunan
Kawasan perdesaan

Peningkatan (inerja
lnfrastruktu r
Pedesaan 700%

700%

700%

700%

700%

700%

100%

100%

700%

1,O00k

700%

700%

700%

1,OO%

700%

too%

700%

700% too%

100P/o

700%

700%

1.OO%

rooPk

{

Rcnje DPMD
P urwakarta Trhun 2022
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Sedangkan untuk tahun berjalan yaitu Tahun Anggaran 2022 dengan

usulan mencapai sebesar Rp 14.516.947.420,00 terdiri atas 5
Program dan 11 Kegiatan serta 35 sub Kegiatan, dengan estimasi

capaian kinerja fisik dan keuangan mencapai 100,00 o/o serta tetap

memperhatikan efektifitas dan efesiensi anggartln. Berdasarkan

kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022

maupun perkiraan capaian Tahun Anggaran 2023, dapat

dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program

dan kegiatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Puruakarta adalah sebagai berikut:

o. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten PuMakarta Dalam Pencapaian

lndikator Kinerja Belum Didukung Dengan Ketersediaan Data-

Data Yang Memadai dan Sistem Kerja Stakeholder Pendukung

Secara Optimal, Sehingga Berpengaruh Terhadap Kualitas

Penyusunan Hasil Kajian.

b. Masih Kurangnya Pemenuhan Akan SDM Dinas pemberdayaan

Masyarakat dan Desa yang Berkualitas Sehingga Berdampak

Pada Kualitas Produk Dokumen Perencanaan yang Dihasilkan.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Kabupaten Puruvakarta Tahun 2018-2023, maka pada Tahun

2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Purwakarta menyusun Strategi :

a. Memperkuat Kelembagaan Usaha dan Meningkatkan nilai tambah

Produk serta Jangkauan Pemasaran

b. Meningkatkan daya tarik lnvestasi

c. MengembangkanPerekonomianDesa

Dengan Arah Kebijakan sebagai berikut :

a. Penguatan Peran UMKM dan Kewirausahaan dalam peningkatan

Ekonomi Masyarakat.
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2"t ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAIGT DAN DESA

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten

Purwakarta merupakan Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,

berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 23 fahun 2021

mempunyai TugasMembantu Bupati Melaksanakan Urusan Pemerintahan

Fungsi Penunjang Bidang Pemberdayaan Masuarakat yang Menjadi

Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang Diberikan Kepada

Daerah. Dalam melaksanakan Tugas Pokok tersebut Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Purwakarta mempunyai fungsi,

sebagai berikut :

a. Perumusan dan penetapan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan

Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas Urusan Pemerintahan bidang

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas penyelenggaraan Urusan

Pemerintah bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

e. Pembinaan ketatausahaan Dinas; dan

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup tugas

dan fungsinya.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut, Dinas

Pemberdayaan Masyarakal dan Desa (DPMD) Kabupaten PuMakarta

mempunyai Susunan Organisasi sebagai berikut :

l. Kepala Dinas

cr memberikan pengarahan dan menetapkan kebijakan, program dan

kegiatan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat

Desa;

b. memimpin, mengkoordinasikan dan melakukan pmbinaan dalam

pelaksanaan/implementasi kebijakan, program dan kegiatan Urusan

Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
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c memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan penyusunan

laporan pelaksanaan, kebijakan, progrcm dan kegiatan Urusan

Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa;memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan proses

evaluasi pelaksanaan, kebijakan, progEm dan kegiatan Urusan

Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

d. melakukan pembinaan keapada bawahan;

e. mengkoordinasikan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dengan

Perangkat Daerah dan pihak- pihak lain yang terkait; dan

f. melaksanakan tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat

(1) sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang beEda di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin

dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan kesekretariatan yang

meliputi perencanaan dan pelaporan, keuangan, serta kepegawaian

dan administrasi umum.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Sekretaris mempunyai fu ngsi:

a. Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan dan

pelaporan Dinas;

b. pelaksanaan manajemen dan administrasi keuangan Dinas;

c. pelaksanaan manajemen dan administrasi kepegawaian;

d. pelaksanaan administrasi dokumen Dinas dan kearsipan;

e. Pengelolaan sarana dan prasarana kerja Dinas; dan

f pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai lingkup

tugas dan fungsinya.

(4) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dan (3) di atas, Sekretaris mempunyai perincian tugas:
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a. mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan dan

pelaporan Dinas;

b. menyelenggarakan periatausahaan keuangan Dinas, yang meliputi

anggaran, perbendaharaan, dan akunting;menyusun dan

melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan yang berkenaan

dengan urusan kepegawaian, serta mengelola administrasi

kepegawaian Dinas;

c. mengkoordinasikan, mengendalikan serta melaksanakan

administrasi dokumen Dinas baik yang masuk maupun keluar, dan

kearsipan;

d. mengelola sarana dan prasarana kerja Dinas;

e. memantau, mengkoordinasikan dan melaporkan setiap kegiatan

Dinas kepada Kepala Dinas;

f. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan kesekretariatan

kepada Kepala Dinas;

g. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan pihak-

pihak lain yang dipandang perlu untuk memperlancar pelaksanaan

tugas kedinasan;

h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

tugas/kegiatan, sesuai ketentuan yang berlaku;

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai

lingkup tugas dan fungsinYa;

j. melaksanakan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

2.a Bagian Perencanaan, lcuangan dan Pelaporan

(l) Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan dipimpin oleh

seorang kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Sekretaris.

(2) Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengkoordinasikan

penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan dan keuangan

Dinas.
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(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)'

Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai

fungsi:

a. pengumpulan data/bahan yang diperlukan untuk penyusunan

dokumen perencanaan, pelaporan dan keuangan Dinas;

b. pengolahan dan analisis data/bahan dalam rangka

penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan, dan

keuangan Dinas;

c. penyusunan konsep dokumen perencanaan, pelaporan' dan

keuangan Dinas;

d. Pengelolaanan dan pefratausahaan keuangan Dinas:

koordinasi kegiatan administrasi keuangan

penatausahaan keuangan, yang meliputi

penganggaran, perbendaharaan, dan akunting; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai

dengan tugas dan fungsinYa'

(4) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) di atas' Subbagian

Perencanaan,KeuangandanPelaporanmempunyaiperincian

tugas:

a. menyusun ren@na kerja Subbagian Perencanaan' Keuangan

dan Pelaporan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. mengumpulkan data/bahan yang diperlukan untuk

penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan Dinas'

yang meliputi Rencana Strategis (RENSTRA)' Rencana

Kinerja (RENJA), Lapomn Akuntabilitas Kinerja lnstansi

Pemerintahan (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah (LPPD)' Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ) Urusan Pemerintahan

bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa' dan Profil Dinas:

e

f



c. melakukan pengolahan dan analisis data/bahan dalam rangka

penyusunan dokumen perencanaan' pelaporan, dan

Keuangan Dinas;

d. mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan Dinas;

e. mengkoordinasikan Penyusunan dokumen perencanaan,

pelaporan dan keuangan Dinas;

f. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan keuangan

kepada unit organisasi di lingkup Dinas;

g. melaksanakan kegiatan administrasi keuangan selaku pejabat

penatausahaan keuangan di lingkup Dinas sesuai dengan

peraturan Perundang-undangan;

h. menyusun dan mengusulkan nama-nama calon Bendahara

dan Pembantu Bendahara di lingkup Dinas;

i. membina dan mengawasi bendahara sesuai ketentuan yang

berlaku;

j, memimpin dan mengatur pengadministrasian dan

pelaksanaan pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil dan honor

Non Pegawai Negeri SiPil;

k. mengkoordinasikan pelaksanaan penerimaan' penyimpanan'

pengeluaran, pertanggungjawaban dan pembukuan

keuangan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

l. meneliti kelengkapan dokumen usulan SPP-LS' SPP- UP'

SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS gaji dan tuniangan PNS serta

penghasilan lainnya yang ditetapkan

perundang-undangan yang diajukan

Pengeluaran;

m. menyiapkan dokumen SPM berdasarkan usulan SPP;

n. meneliti kelengkapan SPJ dan laporan keuangan lainnya;

o. melakukan verifikasi harian atas penerimaan Dinas;

p. menyelenggarakan akunting keuangan' meliputi akunting

penerimaan kas, akunting pengeluaEn kas' akunting asset

tetaP dan akunting selain kas;

dengan ketentuan

oleh Bendahara
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menyusun laporan berkala realisasi fisik dan keuangan

kegiatan APBD di lingkup Dinas;

menyusun laporan neraca keuangan Dinas setiap akhir tahun;

memantau pelaksanaan/penggunaan anggaran belania Dinas;

mengkoordinasikan pelaksanaan penyelesaian tuntutan

perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR);

memberikan saran dan pertimbangan teknis melaksanakan

koordinasi/konsultasi masalah keuangan dengan satuan/unit

kerja lain yang terkait;

melaksanakan pengendalian dan pengawasan keuangan

lingkup Dinas;

memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan keuangan

kepada Atasan;

melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan

pihak-pihak lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas

kedinasan;

melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

tugagkegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai

dengan tugas dan fungsinYa.
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2.b Subbaghn lGPegawahn dan Umum

(l) Subbagian Kepegawaian dan Umum dipimpin oleh seorang kepala

subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Sekretaris.

(2) Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas

menyelenggarakan manajemen kepegawaian' mengelola sarana

dan prasarana kerja, mengelola administrasi dokumen Dinas' dan

kearsiPan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)'

Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraanmana,emenkepegawaian;

b. Pengelolaanan saEna dan prasarana kerja dinas;

c. Pengelolaanan administrasi dokumen dinas dan kearsipan; dan



d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai

lingkup tugas dan fungsinya.

(4) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dan ayat (3) di atas, Subbagian Kepegawaian dan

Umum mempunyai perincian tugas:

a. menyusun rencana dan program keia Subbagian

Kepegawaian dan Umum, sebagai pedoman pelaksanaan

tugas;

b. menyusun kebijakan, program dan kegiatan bidang

kepegawaian dan umum;

c. menyusun estimasi kebutuhan/formasipegawai;

d. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkup

Dinas yang meliputi layanan administrasi kenaikan pangkat'

Kenaikan Gaji Berkala, Daflar Urut Kepangkatan' data

pegawai, Kartu Pegawai, kartu istri/suami' tunjangan

anaukeluarga, asuransi kesehatan, tabungan asuransi

pegawai negeri sipit, tabungan perumahan' pensiun' membuat

usulan formasi pegawai, membuat usulan izin belajar'

membuat usulan diklat, kesejahteraan pegawai' penyesuaian

iiazah, usulan memberi penghargaan dan tanda kehormatan'

memberikan layanan Penilaian Angka Kredit Jabatan

Fungsional, pembinaan disiplin pegawai' pengurusan cuti

pegawai, pengurusan pemberian/penolakan izin

pernikahan/perceraian, membuat usulan pemberhentian dan

pengangkatan dari dan dalam jabatan' membuat dan atau

mengusulkan perpindahan/mutasi pegawai sesuai

e. dengan peraturan yang berlaku' melaksanakan Pengelolaan

Penilaian sasaran keria Pegawai;

f.melaksanakankegiatanyangberkaitandenganpembinaan

hukum serta ketatalaksanaan pegawai di lingkup Dinas;

g. mengelola barang/Aset milik Daerah cti lingkup Dinas sesuai

dengan peraturan perundang-undangan;

h melaksanakan administrasi dokumen Dinas dan kearsipan;
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& Bidang Pemerintahan Desa

(l) Bidang Pemerintahan Desa di pimpin oleh seorang kepala bidang

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas'

(2) Kepala Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan

fasilitasi,koordinasi,pembinaandanpengawasanlatapemerintahan

desa, administrasi dan perangkat desa' serta pendapatan dan kekayaan

desa.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)'

Bidang Pemerintahan Desa mempunyai fungsi:
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i. mengelola administrasi kerumahtanggaan, perjalanan Dinas,

hubungan masyarakat dan protokoler Dinas sesuai dengan

ketentuan yang berlaku;

j. melaksanakan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan,

perbekalan dan keperluan Alat Tulis Kantor (ATK) di lingkup

Dinas;

k. mengelola sarana dan prasamna Dinas;

l. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang

Unit (RKBU) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang

Unit (RKPBU);

m. menyiapkan usulan Bendaharawan Barang dan Petugas

lnventaris Barang;

n. menyiapkan usulan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan

Panitia Pemeriksa Barang/Jasa;

o. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan

kepegawaian kepada Sekretaris;

p. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan pihak-

pihak lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan;

q. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan

r. melaksanakan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan

perundang -undangan'



a. perumusan kebuakan dalam hal tiata pemerintahan desa,

administrasi dan perangkat desa, serta pendapatan dan

kekayaan desa;

b. pelaksanaan kebUakan dalam hal tata pemerintahan desa,

administrasi dan perangkat desa, serta pendapatran dan

kekayaan desa; dan

c. pembinaan pelaksanaan kebijakan daerah dalam hal tata

pemerintahan desa, administrasi dan perangkat desa, dan

pendapatan dan kekayaan desa.

(4) Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pemerintahan

Desa mempunyai perincian tugas, sebagai berikut :

a. menyusun rencana kerja bidang Pemerintahan Desa sebagai

pedoman pelaksanaan tugas;

b. melaksanakan pembentukan,pemekaran, penggabungan dan

penghapusan, dan batas desa;

c. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan

pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan

desa;

d. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan supervisi

penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan

dan penghapusan desa;

e. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan

penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan

dan penghapusan desa;

f menyusun pedoman peran Badan permusyawaratan Desa

dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;

g. menyelenggarakan bimbingan, konsultiasi, pelatihan dan

pendidikan bagi anggota Badan permusyawaratan Desa;

h. melaksanakan pembinaan, pengawasan, supervisi dan

fasilitasi Badan permusyawaratan Desa;

i. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan peran

Badan Permusyawaratan Desa;

j. menyusun pedoman pengembangan kapasitas kepala desa;

-
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k.

t.

m.

n.

o.

p.

q.

r.

s.

t.

u.

x.

v.

z.

M

Menyelenggarakan bimbingan, konsultiasi, pelatihan dan

pendidikan bagi kepala desa;

melaksanakan pembinaan, pengawasan, supervisi dan

fasilitasi pengembangan kapasitas kepala desa;

melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan

pengembangan kapasitas kepala desa;

menyusun pedoman teknis penyelenggaraan pemilihan kepala

desa dan Badan Permusyawaratan Desa;

melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan kepala

desa dan Badan Permusyawaratan Desa;

melaksanakan fasilitasi pengangkatran dan pemberhentian

kepala desa;

menyusun bahan persetujuan dan penetapan urusan

pemerintahan daerah kabupaten yang ditugas pembantuankan

kepada pemeriniah desa sesuai dengan lingkup tugasnya;

menyusun urusan pemerintahan daerah yang dapat diserahkan

kepada pemerintahan desa;

melaksanakan evaluasi penyelenggaraan otonomi desa.

menyusun kebuakan dan pedoman teknis administrasi dan

perangkat desa;

melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan

adminisrasi pemerintahan desa;

melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan

administrasi pemerintiahan desa;

melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan

penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;

menyusun administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa;

menyusun pedoman pengembangan kapasitas perangkat

desa;

menyelenggarakan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan

pendidikan bagi Perangkat desa;

melaksanakan pembinaan, pengawasan, supervisi dan

fasilitasi pengembangan kapasitas perangkat desa;
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bb.

cc.

dd.

ee.

ff.

ss.

hh.

ii.

jj.

kk.

lt.

mm.

nn.

oo.

melaksanakan monitoring dan evaluasi serta

pelaporan pengembangan kapasitas perangkat desa;

menyusun pedoman Pengelolaan keuangan dan aset desa;

melaksanakan koordinasi dan fasilitasi Pengelolaan keuangan

dan aset desa;

melaksanakan pembinaan, pengawasan dan supervisi

Pengelolaan keuangan dan aset desa;

melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelapoftrn

Pengelolaan keuangan dan aset desa;

melaksanakan fasilitasi penertiban dan legalisasi

kekayaan desa;

melaksanakan fasilitrasi inventarisasi sumberkekayaan/

potensi desa;

melaksanakan fasilitasi Pengelolaan dan pemanfaatan

kekayaan desa;

menyusun bahan laporan Pengelolaan pendapatan dan

kekayaan desa;

melaksanakan evaluasi laporan pertanggungjawaban

pelaksanaan APB desa;

melaksanakan fasilitiasi penyusunan laporan

keuangan dan pelaksanaan APB desa;

menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang;

menghimpun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.a Kelompok Sub-substansiTata Pemerintahan Desa mempunyai tugas :

o. menyusun rencana kerja pengelolaan urusan fasilitasi, koordinasi,

pembinaan dan pengawasan Tata Pemerintahan Desa sebagai

pedoman Pelaksanaan tugas;

Renld Dpt{D xob{Pct n PuHnlotts lohun 2o2!



b. menyusun bahan kebijakan, program dan/atau kegiatan lingkup

pengelolaan urusan fusilitasi, koordinasi, pembinaan dan

pengawasan Tatra Pemerintahan Desa;

c. menyelenggarakan pembentukan, pemekaran, penggabungan

dan penghapusan, dan batas desa;

d. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan

pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan

desa;

e. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan supervisi

penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan

penghapusan desa;

f. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan

penyelenggaraan pembentukan, pemekarErn, penggabungan dan

penghapusan desa;

g. menyusun pedoman peran Badan Permusyawaratan Desa dalam

penyelenggaraan pemerintahan desa;

h. menyelenggarakan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan

pendidikan bagi anggoia Badan Permusyawaratan Desa;

i. melaksanakan pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi

Badan Permusyawaratan Desa;

i. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan peran

Badan Permusyawaratan Desa;

h. menyusun pedoman pengembangan kapasitas kepala desa;

l. menyelenggarakan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan

pendidikan bagi kepala desa;

m. melaksanakan pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi

pengembangan kapasitas kepala desa;

n. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan

pengembangan kapasitas kepala desa;

o. menyusun pedoman teknis penyelenggaraan pemilihan kepala

desa dan Badan Permusyawaratan Desa;

p. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa

dan Badan Permusyawaratan Desa;
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q. melaksanakan fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian kepala

desa;

r. menyusun bahan persetujuan dan penetapan urusan

pemerintahan daerah kabupaten yang ditugas pembantuankan

kepada pemerintah desa sesuai dengan lingkup tugasnya;

r. menyusun urusan pemerintahan daerah yang dapai diserahkan

kepada pemerintiahan desa;

L melaksanakan evaluasi penyelenggaraan otonomi desa;

u. menghimpun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;-dan

v. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan Tata

Pemerintahan Desa.

3.b Kelompok Sub€ubsbnsi Adminislrasi dan Perangkat Desa

mempunyai tugas:

a. menyusun rencana kerja pengelolaan urusan fasilitasi, koordinasi,

pembinaan dan pengawasan Administrasi dan Perangkat Desa

sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menyusun bahan kebijakan, program dan/atau kegiatan lingkup

pengelolaan urusan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan

pengawasan Administrasi dan Perangkat Desa;

c. menyusun pedoman teknis administrasi dan perangkat desa;

d. melaksanakan koordinasi dan bsilitasi penyelenggaraan

administrasi pemerintiahan desa;

e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan

administrasi pemerintahan desa;

f. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan

penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;

g. menyusun administrasi penyelenggaman pemerintahan desa;

h. menyusun pedoman pengembangan kapasitas perangkat desa;

i. menyelenggarakan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan

pendidikan bagi perangkat desa;

j. melaksanakan pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi

pengembangan kapasitas perangkat desa;
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k. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan

pengembangan kapasitas perangkat desa;dan

l. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan tasilitasi'

koordinasi, Pembinaan dan

Perangkat Desa.

pengawasan Administrasi dan

3c Kelompok Sub4ubs:tansi Pendapatan dan Kekayaan Desa

mempunyai tugas:

menyusun rencana kerja pengelolaan urusan fasilitasi' koordinasi'

pembinaan dan pengawasan pendapatan dan kekayaan desa

sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

menyusun bahan kebijakan, program darvatau kegiatan lingkup

pengelolaan urusan fasilitasi' koordinasi, pembinaan dan

pengawasan pendapatan dan kekayaan desa;

menyusun pedoman Pengelolaanan keuangan dan aset desa;

melaksanakan koordinasi dan fasilitasi Pengelolaanan keuangan

dan aset desa;

melaksanakan pembinaan, pengawasan dan supervisi

Pengelolaanan keuangan dan aset desa;

melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan

Pengelolaanan keuangan dan aset desa;

melaksanakan fasilitasi penertiban dan legalisasi kekayaan desa;

melaksanakan fasilitasi inventarisasi sumber kekayaan / potensi

desa;

melaksanakan fasilitasi Pengelolaanan dan pemanfaatan

kekayaan desa;

menyusun bahan laporan Pengelolaan pendapatan dan kekayaan

desa;

melaksanakan evaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan

APB desa;

melaksanakan fasilitasi penyusunan lapomn keuangan dan

pelaksanaan APB desa;dan

memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan Pendapatan

dan Kekayaan Desa.
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